BUPATI HALMAHERA TENGAH

PERATURAN BUPATI HALMAF ERA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2017

P

TENTANG
PEDOMAN PERJALAN'ANDINAS BAGI PEJAB/\T NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEG# WAI TIDAK TETAP
DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENCG AH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA Ti:NGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas, dan

~ standar biaya lain-lain; o
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Perjaljanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai
Negeri, Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Standar
Biaya:jL.é_\L'innya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahefa
Tengan,|

Mengingat C 1. U:ndéng:f;?:— Undang NomorS “"ahun 1990 tetang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Hz imahéra Tengah ; ;‘_ "

2. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kébupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan,

Keib'l'ipé'lt'én Kepuiauan Sula, Habupaten Halmahera Timur, dan



B

-

10.

11.

Kofé Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara(Lembaran Negara
Republik Iridofesia Tahun 203 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4262) ;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Ne_gara (Lembaran Negara Re)ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tém‘bahan Lembaran Nega-a Republik Indonesia Nomor 42864);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negar:| Republik Indonesia Nomor-4355);
Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggung Jzwab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) :
Undahg ~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik’lndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 ““ahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perudang-Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523¢);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Neg{ar'a Republik Indonesia Tehun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Peh»vakilan Rakyat Daerah (Le:ﬁbaran‘Negara» Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambtahan Lembaran Negara. Repubiik
Indonesia Nomor 4416), sebaoamang telah di ubah untuk ket|ga
kalmya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 iahun 2007
(Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Témbahan Lembaran Negara R:2publik Indonesia Nomer 4712) ;



-}

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor £8 Tahun 2005 tentang Pengelolasn
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaran Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,-" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusén ‘Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
F’royihsi dan Pemerintahan caerah Kabupaten/Kota (Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

15.

18.

17.

18.

Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4737) ;

P'eréturan Menteri Dalam Neg::ri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dfubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

, 2011 Atentang Perubahan Kecua atas Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
KeuanganDaerah :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2015 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun 2015;

Pefaturan Menteri Dalam Negari Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
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MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PEDOMAﬁ PERJALANAN DINAS BAG! PEJABAT NEGARA,

ANGGOTA DPRD, PEGAWAlI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN PENETAFAN STANDAR BIAYA LAINNYA
PADA' PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUIM

Pasal 1

. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

2.

S

10.

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah:

Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Ferangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dearah:

Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Tengah;

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati:

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Katupaten Halmahera Tengah, adalah
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Halmaheré
Tengah; .

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aialah Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabhpaten Halmahera Tengah;

Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Yang
tidak menduduki jabatan stukturat;

Pegawai Tidak Tetap‘ adalah Pegawai yang diangkat dilingkungan Pemerintahan
daerah Kabupaten. Halmahera Tengah untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas ' pemerintahan dan peribangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebituhan dan kemampuan organisasi
dalam kerangka sistem- kepegawaian yang tidek berkedudukan sebagai pegawai
negeri; o )

Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah
warga negara Indonesié"yang memenuhi syarat tartentus yang diangkat berdasa?ﬁah
perjanjian kerja untuk j}jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan; SRR
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11.Pihak:Lain adalah orang/pejabat selain yang diatur pada angka 3 sampai dengan
angka 8 yang telah ditetapkan oleh pejabat yang oerwenang;

12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat yang berwenang dalam penerbitan
Surat Perintah Perjal'éanan Dinas; : |

13. Keuangan Déerah ‘adalah . semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

- penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk di“alamng}a
segala bentuk kekayaan - yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut;

14.Anggaran Pendapatan -dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Caerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah; .

15. Satuan Kerja Peraﬁgka‘t Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah selaky Pengguna anggaran/pengguna barang;

16.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat funjsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dzin mempertanggung jawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka peakanaan APBD pada SKPD;

17.Surat Perintah Merhbayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggalranlkuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD: _

18.Perjalanan Dinas Dalam-daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah
daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepetingan daerah atas Perintah
Pejabat yang bewven'ahg;-

19. Perjalanan Dinas Luar .Da_é,rah adalah perjalana dinas yang dilakukan diluar wilayah
daerah Kabupaten Ha[‘méhera Tengah untuk kepentingan daerah atas perintah
pejabat yang berwenang:

20. Perjalanan Dinas Luar Neberi adalah perjalan cinas yang dilakukan diluar wilayah
Republik Indonesia ‘untuk kepentingan daerah atas Perintah ‘Pejabat yang
berwenang;

21. Pengguna Anggaran ‘adalah pejabat pemegang k swenangan pPenggunaan aanggaran
untuk tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

22 Kuasa Pengguna Ahggaran adalaah pejabat yan; diber kuasa untuk melaksanlé_l,{ah
sebagian tugas dan fuﬁgsi SKPD;

23. At Cost adalah biaya rill yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang
sah;
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24 Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligu:s;

25.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adajah Surat
Perintah Kepada Pejabat Negara, Anggota DPR 2, Pegawai Negeri Sipil daerah dan
Pegawai Tidak Tetap Daerah untuk melaksanakan perjalahan dinas;

26.Wilayah jabatan atau tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan
tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berad.a;

27. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota/ kantor/ satiian yang menjadi tujuan perjalanan
dinas; _

28.Biaya Perjalanan Dinas yaitu sejumlah uang yan; diberikan kepada Pejabat Negara,
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil daerah, dan Pegawai Tidak Tetap daerah
sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanaan dinas yang besarannya sesuai
dengan standar biaya perjalanan dinas:

29.Dokumen Pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengijuna anggaran;

30.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKFD merupakah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja
setiap SKPD yng digunakan sebagai dasar pelzksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran;

31.SPP Uang Persedian yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
digjukan oleh bendahara pengeluaran untuk germintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali. (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pebayaran
langsung;

32.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen
yang digjukan oleh béndahara penegeluaran uniuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

33.5PP Tambahan Uang Persediaan yang selatjutnya disingkat SPP-TU adalat:
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persediaan guhé melaksanakan kegiatan 3KPD yang bersifat mendesak dan
tidak dapat digunak'én untuk pambayaran langsung dan menambah saldo uang
persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke as daerahsebelum pelaporan SPP-GU
bulan berikutnya; .

34.Uang Persediaan adélah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan lzgrja
dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang ditetapkan melalui

Képutusan Bupatj;
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35. Kelebihan Pembayaran:adalah kelebihan pemb:ayarén biaya perjalanan dinas baik
yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan basaran biaya perjalanan dinas dan
atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan;

‘ 36. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, suret berharga, dan barang yang nyata

dan pasti jumllahnya sebagai akibat -perbuatan melawan hukum baik senggaja
maupun lalai; '

37.Biaya Transportasi Lcnnkailf adalah biaya transportasi dalam wilayah Kabupaten
Halmahera Tengah dari tempat kedudukan ke termpat yang dituju dan sebaliknya sert.

BABI
PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALAN DINAS

Pasal 2

(1) Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Neceri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
yang akan melaksanakn perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan atau perintah atasannya.

(2) Persetujuan atau perihtéh atasannya sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dibuktikan
dengan persetujuanlhota dinas atasan langsung atau dapat dibuktikan dengan
terbitnya SPPD Pejabat Negara, anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

Dalam penerbitan S'urat Tugas dan SPPD harus memperhatikan hal — hal sebagai

berikut :

1. Bupati karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Tugas dan SP™9 untuk
dirinya sendiri dan wakil Bupati dalam rangka melakukan perjalanan dinas

2. Wakil Bupati dapat- menerbikan Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya sendiri
dalam rangka melakukan perjalanan Dinas apabila Bupati tidak berada ditempait.

3. Penugasan untuk Pimpinan DPRD ditandat:ingani oieh Pimpinan DPRD untuk
dirinya sendiri, sedangkan SPPD ditardatang.ini oleh Sekretaris DPRD;

4. Penugasan untuk -anggota DPRD ditancatangani oleh Pimpinan DPRD,

sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretiris DPRD;
Untuk Sekertaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kl.épala Dinas, Kepala Badan, Kepala

o

Kantor, dan Camat ditandatangani oleh Pejab at satu tingkat diatasnya.- ,
6. Untuk Pegawai Negeri Sipil baik Eselon l/b. dilingkungan Sekretariat Da;;-,y;ah,
Eselon Ill, Eselon IV, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
~ Tetapdilingkungan SKPD serta pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka
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(1)

(2)

(3)

: mélaksanakan urusan pemerintahan, SPPD ditandatangani Bupati, atau Waliil
Bupati, atau Sekrétaris Daerah, atau para Asisten.
7. Dalam hal perjalananl dinas dilakukan oleh PNS yang bertugas di kecamatan
datam lingkup Kabupaten Haimahera Tengah. berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. untuk perjalanan. dinas dalam daeray, surat penugasan dan SPPD
ditandatangé’ni oleh Camat dan/atau Kepala SKPD, atau Kepala UPTD
setelah mendépat‘ persetujuan Penggina Anggaran dari UPTD yang
bersangkutan;.

b. untuk perjalanan dinas luar daerah berlaku ketentuan pasal 3 angka 6 (enam)

BABII
KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 4
"Perjalanan dinas me_rupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat y=ang dituju
dan kembali ke kedudukan semula dalam rangkatugas kedinasan.
Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada siyat (1) dibagi atas perjalanan dinas

dalam daerah,luar daerah dan luar negeri.

BAB IV
BIAYA PERJALANAI DINAS -

Pasal §
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari:
Uang harian yang meliputi, biaya makan dan uang saku;
Biaya penginapan;,
Biaya tiket pesawat;
Biaya transportasi quél;
Biaya taxi
Biaya representasi;

Biaya kontribusi pelatiﬁanlpendidikanlkepesertaan;

@ - o0 T Qo

Biaya Transport dalam kota tujuan. ;

Biaya yang sebagalmana dimaksud pada ayat(’l) huruf f diberikan kepada Pejabat
Negara, Pejabat Eselon ll Pimpinan dan anggotzi DPRD

Biaya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada Pej#bat
Negara.
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(4)¢

(2)

(2)

Biaya perjalanan dinas: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan

dengan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan yang dipersyararkan dan

fasilitas yang ditanggungkkan di dalam biaya kontribusi oleh pelaksana kegiatan.

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongka, dalam 6
(enam) tingkat yaitu:

a. Tingkat A terdirj Bupati, Wakil Bupati;

b. Tingkat B terdiri dari Pimpinan DPRD, Angijota DPRD, Pejabat Eselon I, dan
Staf Ahli:

Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon Ili:

Tingkat D terdiri dafi Pejabat Eselon IV dan Colongan IV Non Eselon;

Tingkat E terdiri dari Pegawai Non Eselon: dan

" @ a o

Tingkat F terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap
(PTT/Honorer/PPPK).

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

_ Pasal 6
Biaya Perjalanan Dinas Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
huruf d, huruf e, dan huruf f dibayarkan secaa lumpsum dan merupakan batas
tertinggi.
Biaya Perjalanan Dinés-_-sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (1) huruf b,
huruf ¢, huruf g dan .hlljruf- h dibayarkan secara af cost atau sesuai dengan biaya riil
yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.

S Pasal 7
Biaya Perjalanan Dinlas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD yang
mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
Pejabat yang'bemenang,-_,memberi perintah perialanan dinas agar memperhatikan
tersedianya dana yang:diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam

anggaran SKPD.
Pasal 8

Pejabat Negara, Anggota, DPRD, Pegawai Negeri Sip| Daerah dan Pegawai Tidak Téiap

dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan

dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
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(2)

(4)

(5)

{7)

RIS T it 1 Pasal9

Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari:

a. Uang harian yéng meliputi, biaya makan dan uang saku:;
b. Biaya transport

C. Biaya representasi; -
d. Biaya penunjang perjalanan dinas

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksuc dalam 'ayat '(1) dibayarkan secara
lumpsum dan meru'pakan batas tertinggi:

Bia‘ya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diperuntukan
bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pejabat Eseslon II;

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diperuntukan
bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD:

Terhadap anggota bPRD, biaya sebagaimzna dimaksud pasal (9) huruf e
diperuntukan untuk perjalanan dinas dslam rengka kunjungan kerja regular dan
Kunjungan kerja reses

Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan
biaya transportasi setempat.

Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat dalam Lampiranyang
merupakan bagian: yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk perjalanan dinas luar, daerah diperhitungkan dengan ketentuan ditambah 1 (satu)

hari sebelum dan 1 (satu)hari sesudah pelaksanakan kegiatan atau berdasarkan tanggal

yang terdapat pada tiket pergi dan tiket pulang sesuai dengan SPPD yang diterbitkan atau

berdasarkan kebutuhan nyata perjalalanan dinas yang dilaksanakan.

Pasal 11

Uang harian perjalanan dinas diberikan sesua hari yang ditentukan dalam SPPD

yang merupakan batas tertinggi uang harian atau sesuai dengan kemampuan

anggaran yang tersedia.

Dalam hal terdapat- biaya kontribusi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
- dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang meinbebankan termasuk untuk biaya

penginapan pada bimtek/kursus dilaksanakan, maka<biaya penginapan dan i@ng

harian yang dibayarkan hanya perlu satu ha- sebelum dan satu hari sesudah

pelaksanaan kegiatan atau melihat kesesuaian antara tanggal tiket berangkat

10
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(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

dengan tanggal bimtek/kursus dilaksanakan sesuai dengan tingkatan pelaksanakan
perjalanan dinas. . - - '
Untuk kegiatan yang tidak henyediakan biaya transportasi, uang harian dan biaya
penginapan oleh pihak yang mengundang, maka kepada pejabat/pegawai yang
melakukan perjalanan d_'inas diberikan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 5
ayat (1).

Untuk kegiatan yang."‘menyediakén biaya :ranspotasi dan/atau uang harian
dan/atau biaya penginapan, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan
perjalanan dinas hanya diberikan biaya sesuai pasal 5 ayat (1) yang tidak

ditanggung oleh pihak yang mengundang.

_ Pasal 12

Pejabat Negara, Ahggota DPRD, Pegawai Neyeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
yang melaksakan perjalanan dinas, dapat menggunakan biaya penginapan
melebihi klasifikasi dan tingkatan biaya vang tetapkan, jika ruang/kamar
penginapan menggabungkan lebih dari satu orang.

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan akumulasi
biaya dari rill masing-masing PNS/Pejabat ‘Yaig melaksanakan perjalanan dinas
dan tidak boleh mellebihi penetapan batas tertinggi biaya hotel/penginapan.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakikan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana
SPD dapat menginap pada hotel/penginapan y&ng sama.

Dalam hal bifaya peﬁ'ginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dar satuan biaya hotel/penginapan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Feuangan mengenai Standar Biaya,
maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas |:amar dengan biaya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggurakan fasilitas hotel atau tempat

penginapan lainnya,  kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga. puluh persen) dari tarif hctel didaerah tujuan sesuai dengan
tingkatan biaya penginapan belaksanaan perjaianan dinas dan dibayarakan secara

© lumpsum.

. Pasal 13
Ajudan Bupati dan :Wakil Bupati yang melaksanakan tugas perjalanan dinas
diberikan biaya perjalan-dinas. <~ ‘,..f
Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berasal dari unsur anggota TN! dan PORLI, tiaya perjalanan dinas digolongkan
menurut tingkat sebagamana dimaksud dalam f asal 5 ayat (5) huruf e.

11
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Pasal 14

Selain Pejabat Negara Anggota DPRD, Pegaw ai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai
Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dJinas atas perintah pejabat yang
berwenang dan biaya perjalanan dinas digolon yjkan menurut tingkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) .

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam
hal yang sangat mendesak/ khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara
perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan setelah
memperoleh persetujuan Bupati/ Wakii Bupati/ Sekretaris Daeranh.

Biaya Perjalanan 'Dinasjuga dapat diberikan kepada Pejabat dari Instansi Vertikal,
Ketua Tim Pengger'ak' PKK, Wakil Ketua | Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma
Wanita Persatuan yang terikat perjanjian kerja sama dengan F.: merintah
Daerahatau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atay
diundang/ dipanggil khusus oleh Pemerintah |Daerah dan biaya perjalanan dinas
digclongkan menurut-fingkat sebagamana dima<sud dalam pasal 5 ayat (5) huruf b.

7 Pasal 15
Dalam hal perjalanan- dinas ternyata melebihi jumiah hari yang ditetapkan dalam
SPPD, kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap yang rhelaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang
harian dan biaya penginapan.
Dalam hal jumiah hari-perjalanan dinas ternvata kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan
uang harian dan biaya pengirapan.
Dalam hal perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas konsuitasi dan koordinasi
dapat diberikan perjalanan paling lama 5 (lima hari.

BAB YV
PROSEDUR PENMBAYARAN PERRJALANAN DINAS
Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dmas dapat diberikan dellam pagu anggaran yang tersedla

dalam DPA SKPD berkenaan; Pl

-
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Pasal 17

'(fl) Biaya perja!anan,'-;c'iinas " dibayarkan sebelum dan sesudah perjalanan dinas
dilaksanakan dengan menggunakan uang pe:rsediaan yang terdapat pada kas
bendahara pengellja'ran atau melalui Pembayaran Langsung.

(2) + Untuk perjalanan dinas yang dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan/perjalanan
dinas, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan bendahara pengaluaran bersamaan
dengan dokumen pertanggungjawaban disainpaikan setelah perjalanan dinas
ditaksanakan.

Pasal 18

(1). Jumiah hari yang ménjadi dasar perhiturigan_ 3iaya Perjalanan Dinas disesuaikan
dengan waktu yang ditetapkan dalarn SPPD :tau berdasarkan hasil pengeluaran
rill.

(2). Khusus untuk biaya penginapan, ditanggung selama hari perjalanan dinas
berdasarkan buk.ti' pendukung dan biaya ril yang dilampirkan dengan
memperhatikan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 19
Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pad: permintaan Pengguna Anggaran/
kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pergeluaran/ Bendahara Pengeluaran
pembantu dengan dilanjpiri';
(1). Surat Perintah Perjalanan Dinas.

(2). Daftar Penetapan biaya*ps_exjalanan dinas beserta incian biaya perjalanan dinas.

BAB vi
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAV/ABAN PERJALANAN DINAS
o Pasal 20
(1).Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang
BenNenang. .
(2). Pejabat yang berwénéng hanya dapat menertitkan SPPD untuk perjalanan dinas
yang biayanya dibebankan pada anggaran yéng tersedia pada SKPD berkenaan
atau ditentukan lain. -

4

Pasal 21 s -
(1). SPPD merupakan bukti pelaporan dan |rertanggungjawaban pelaksanann
perjalanan dinas.

(2). Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau: cacat dalam tulisan.

13
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(3). Jika ada perubahan—pefubahan yang dilakukan dengan coretan untuk dapat dibubuhi
paraf dari pejabat ya‘ng berwenang.

(4). Pada SPPD dicatat :

a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan'tempat berada dan ditandatangani
oleh pejabat bem;enang dan di cap;

b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/
pejabat ditempat yang didatangi dan di cap;

c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dzn ditandatangani oleh Pejabat Yang
Berwenang.

(5). SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tibe_kembali dan tanda tangan pejabat
yang berwenang diserahkan kepada bendahara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selaﬁjutnya digunakan dalam
penyusunan pertanggungjawaban belanja SPPD.

(6). Kelebihan atas uang muka perjalanan dinas waijib dikembalikan kepada bendahara,

(7).  Perhitungan sisa lebih/kurang biaya didalam pe:laksanaan perjalanan dinas, dibuat
dalam rincian yang menunjukkan uang muka yang diterima dari bendahara
pengeluaran, biaya-biaya yang dikeluarkan serta selisih lebih yang harus
dikembalikan atau selisih kurang yang dapat dit imbahkanbendahara pengeluaran.

Pasal 22
(1). Pejabat/Pegawaf y'éhg melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :

a. Surat undangan/ 'surat permintaan/ surat pzinggilan atau surat lainnya sebagai
dasar melaksanakan perjalanan dinas lua* daerah dan/ atau telahan yang
disetujui atau pe_rintah khusus dari Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;

b. SPPD yang telah digahkan oleh péjabat yang berwenang;

c. Bukli pembayarén riil yang dikeluarkan ses.ai komponen at cost yang diatur
dalam pasal 6 ayat (2)

d. Daftar pembayarah‘ rildari komponen lumpsup sebagaimana diatur dalam pasal
6 ayat (1)

e Laporan pelaksanaan perjalanan dinas deﬁgan memperhatikan target kinerja
dari perjalanan dinas yang relevan dan se:‘;u'ai dengan peraturan perundang-
undangan yang ditandatangani oleh Pe abat/.<Pegawai yang melakﬁ}gan

perjalanan dinas.
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Pasal 23
Pejabat/Pegawai 'y‘ang' melakukan perjalanan dinas dalam daerah wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaltu
a. Surat undangan/ surat permintaan/ surat panggilan atau surat lainnya sebagai
dasar melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan/atau telaahan yang
disetujui atau penntah -khusus dari Bupatl atel Pejabat Iamnya yang ditunjuk;

.b. SPPD yang telah disahkan oleh. perabat.yanq berwenang,

C. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas deigan memperhatikan target kinerja
dari perjalanan dinas yang relevan dan sesuai den'gan peraturan perundang-
undangan yang ditandatangani oleh Pejabat/ Pegawai yang melakukan
perjalanan dinas..

Pasal 24
Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atzis pelaksanaan Peraturan Bupati ini
didalam lingkungan SKPD masing-masing.
Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-
hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan
d"engan menguranéi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Pasal 25
Pejabat yang berwenang dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas
bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah sebagai akibat dari
kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan dalam nubungannya dengan
perjalanan dinas dimaksud.
Terhadap kesalahan dan kelalaian sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikenakan tindakan bérupa X
a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:;
b. Sanksi admmlstratlf dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang

berlaku;
Pasal 26

Pertanggungjawaban mengeénai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan ditentukan

hingga pada pembuktian, bahwa perjalanan dinas dirnaksud benar-benar telah dilakukan

dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan. -~

4

£ e
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b SR . . Pasal 27

Perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dituangkan dalam perincian biaya perjalanan

dinas terdapat pada Iamplran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

W

Pasal 28

Perjalanan Dinas Luar Negeri didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 29
Format rincian biaya perjalanan dinas dan perhitunjan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
rampung, SPPD Dalam daerah dan Luar Daerah, terlampir dalam Lampiran Peraturan

Bupati yang merupakan satu kesatuan dan bagian y:ng tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. '

BAB Vil
STANDARSATUAN BIAY A LAIN-LAIN

Pasal 30
Standar Satuan Biaya Lain Lain adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan
indeks yang berfungsi se_ba;gai batas tertinggi atau estimasi.

Pasal 31
Biaya lain-lain dapat dianggarkan untuk mendukung kelancaran pelaksaanaan urusan
pemerintahan di daerah dengan tetap memperhatikar urgensi, rasionalitas, dan efesiensi
penggunaan keuangan daerah

L Pasal 32

Standar Satuan Biaya Lain- [am sebagaimana dimaksud pasal 30 tercantum dalam
Lanipiran yang merupakan baglan tidek terpisahkan dzri Peraturan Bupati ini.

o et
T '.i_:z L

i BAB Vil
“KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

(1). PPKD selaky BUD iﬁel‘a’ﬁtjkan fasilitasi pelaksariaan Peraturan Bupati ini. -

[

4

(2). Fasilitasi sebagaimara ‘dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,

menyempurnakan lampiran-iampiran sesua: dengan ketentuan Peraturan
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Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbinga. teknis,
serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 34
Pada saat mulai berlakunya. Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pedoman Perjélanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai
Negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Penetepan Standar Biaya Lainnya Pada
Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

. Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeratJrgn Bupati ini dengan Penempatan
dalam berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah |

D:tetapkan di Weda
adé"jﬁ?l'ggq\ 3 April 2017

Aatrariny

7S

: fB'Q/AU:HAL\ J?\HERA TENGAH, £
R T ‘ ;’

"-h_ ' ,‘ - z,'f"'
L M AL‘YASIN ALl
Diundangkan di Weda

ﬁt 4gal 10 April 2017 |
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ESE-{ER[.ETAR@«DAER AH
T'%*‘g‘% SR L IF)NGAH
i

5

17



Penjelasan
o Atas
. Peraturan Hupati Halmahera Tengah
~ Nomor 10 Tahun 217

_ TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAL'NEGERI SIPIL DAN PEGAWA! TIDAK TETAP
DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA LAINNYA FADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017

e

. UMUM
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolasn keuangan daerah secara tertib,
efesien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur kembali
ketentutuan mengenai perjalanan dinas, dan standar biaya lain-lain. Pengaturan dan
penetapan kembali. satandar biaya perjaanan dinas dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Peraturun Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.02//2015 tentang Standar Biaya Masuka Tahun 2016.

.. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 '
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pa{sa_l 4
‘Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas _ E «

Pasal 8

18



« Cukup jelas
Pasal’9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

19



=Cukupjelas

w4 ., Pasal27 : ‘

i Cukup jelas

o .. Pasal 28

A

i Cukup jelas |

i | Pasal 29

8 , ) .
J i Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas
i Pasal 31
Cukup jelas
*_ Pasal 32
‘ Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

: Cukup jelas
j Pasal 35
% Cukup jelas
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PENJELASAN

LAMPIRAN ]
- MAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
'NAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
EGAWAI TIDAK TE TAP DAN PENETAPAN STANDAR
. cMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA

{

«AYA PERJALANAN DINA$ DALAM DAERAH

+a Transportasi Perjalan Dinas Dalam Daerah terdiri dari:

4. Tramsport ke Kecamatan Penugasan.
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi dari dan menuju ke kecamatan
lingkup Kabupaten Halmahera Tengah tempat pelak sanaan kegiatan.

b. Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan.
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biiya transportasi ketika telah berada di
wilayah kecamatan tujuan dimana kegiatan dilaksan.ikan

c. Transport Kegiatan s.d 8 jam.
Merupakan satuan biaya untuk pengganti biaya transportasi dari dan tempat pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan di satu wilayah kecamstan tertentu, dan waktu pelaksanaannya
sampai dengan 8 jam, dan/atau tidak melebihi 8 jam

. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
~ Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya

keperluan sehari-hari pegawai/pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang
makan, dan uang saku dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di wilayah Kabupaten
Halmahera Tengah

. Uang Representasi.

Uang representasi merupakan uang yang diberikan k:pada Pejabat Negara (untuk tingkatan
Kabupaten hanya diberikan Bupati dan Wakil Bupati} dan Pejabat Esselon I dan Anggota
DPRD untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalaran dinas dalam negeri untuk pelaksaan

perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Halmahera T'engah ,

. Biaya Penunjang Perjalﬁnan-Dinas.

Biaya Penunjang Perjalanan Dinasmerupakan satuan biaya yang diberikan kepada Anggota
DPRD untuk pelaksanaan kunjungan kerja dan re§;c§:KLdl‘pjung_ﬁ kerja dilakukan per tim
5
&

sedangkan reses dilakukan per anggota DPRD sesyfeii:bz‘?’ el an masing-masing.
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- PENJELAS/AN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAG| PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENETAPAN STANDAR

BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN 2017 : '

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. BIAYA PENGINAPAN/HOTEL
‘Satuan biaya penginapan/hotel merupakan biaya vang dialokasikan untuk pembayaran
hotel/penginapan ditempat fujuan pelaksaan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan ta:if
yang telah ditetapkan yang mekanisme pertanggung awabannya secara at cost. Dalam hal
pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilita; hotel atau tempat penginapan lainnya,
kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
tarif hotel di kota tempat tujuan.

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DA ERAH
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah :nerupakan penggantian biaya keperluan
sehari-hari pegawai/pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, uang
transport lokal dan uang. saku dalam menjalankan pe-intah perjalanan dinas di luar wilayah
Kabupaten Halmahera - Tengah. Untuk PNS/pej:bat yang diberi tugas mengikuti
kegiatan/diklat/bimtek/sejenisnya yang memerlukan sctoran/distribusi diberikan uang harian
sesuai dengan tarif khusus yang telah ditetapkan.

C. SATUAN BIAYA TRANSPORT LUAR DAERAH

C.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas lvar daerah adalah satuan biaya untuk
pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (pp) deri bandara keberangkatan suatu kota ke
bandara kota tujuan.' Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinasluar
daerah menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran),

C.2Biaya Taksi Perjalanan Luar Daerah
Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan sewa taksi dalam satu kali perjalanan dari tempat kedudukan
menuju - bandara/pelabuban/terminal/stasiun  keberangkatan dan  sebaliknya.Contoh
perhitungan alckasi biaya taksi: :
Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalinan dinas dari Halmahera Tengah ke
Jakarta, : .
1. Berangkat ' )
a) Biaya taksi dan pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong atau dar
penginapan‘hotel di Temate ke Bandara Babullah A
b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno — Hatt:. Jakarta ke Hotel tempat menginap di
Jakarta i
2. Kembal o
a) Biaya taksi dari Hotel tempat menginap di Jakarfa ke Bandara Soekarno — Hatta
Jakarta
b) Biaya taksi dari Bandara Babullah ke pelabulian Kota Baru atau pelabuhan Bastiong

20



C.3 Transport Lokal Perjaléhan Luar Daerah (Wilavah Maluku Utara)

Satuan Biaya Transport;Lokal perjalanan dinas diluar daerah khusus wilayah Maluku
Utara merupakan satuan’biaya transport dari tempat kedudukan di Wilayah Halmahera
Tengahmenuju ke pelabuhan/temmal/bandara di Labupaten/kota tempat tujuan lingkup
7 Provinsi Maluku Utfara“dan sebaliknya.Komponea biaya ini belumtermasuk sewa taksi
4 dari dan ke bandara/terminal/pelabuhan di Kabupaten/Kota tempat tujuan
; D. Uang Representasi.
Uang representasi merupakan uang yang diberikan kepada Pejabat Negara (untuk
g tingkatan Kabupaten hanya diberikan Bupati dar. Wakil Bupati) untuk pelaksanaan tugas
i dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk pelaks P. ~pgrjalanan dinas di luar daerah.
-i’; 1
1
4
§
4
W % #
i’}
P
4 P ’
N
i.l A
1 0 L y
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PENJELASAM
LAMPIRAN m

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA - ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWA! TIDAK TETAP DAN PENETAPAN STANDAR
BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN 'DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN 2017

BIAYA LAIN-LAIN

. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada Pengguna

Angaran (PA), Kuasa Péngguna Anggaran (KPA) den Pejabat Pembuat Komitmen.

. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasadilerikan. kepad:l personil yang diangkat
oleh PA/KPA sebagai PejabatPengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Honorarium diberikan kepaca personil yang diangkat oleh Bupati
menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Ke ompok Kerja ULP untuk melaksanakan
pemilihan penyedxa barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalem hal:melakukan penetapan pemenang
atas pelelangan atiu’ penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau menetapkan
pemenang pada seleksi atau penyedia padi penunjukkan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketent Jan yang berlaku.

. Honorarinm Perangkat Unit Layanan Pengadaan(ULP), diberikan kepada Pegawai

Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang
diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Fengadaan. Yang dimaksud dengan Unit
Layanan Pengudaan sebagalmana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya
dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

. Honorarium Penerima-Hasil Pekerjaan, diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan

oleh PA/KPA. yahg bertugas memeriksa dan meinerima hasil pekegjaan.  Honorarium
Pejabat Penerima H'asﬂ Pekeljaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia
Penerima Hasil Pekexj]aan diberikan per paket pekerjaan.

. Honorarinm Pengelo'la'Sistem Informasi Keuang:an Daerah, diberikan kepada Pegawai

yang diberi tugas melakukan pengumpulan data pen;? rolahan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keunangan sesuai dengan unit kerja
masing-masing, yang-dikelola secara terkomputerisasi yakni Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Simda Keuangah) dan Sistem Informasi Baiang Milik Daerah (SIMDA BMD). |
p .

—

. Honorarium narasumber/pematen/pembahas/moderator/pembawa acara/pembaca

doa dan robhaniwan.

a. Honorarium Narasumber/pembahas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil danfatau
Non Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/pengetahuan kepada peserta
dalam kegiatan seminar/rapat/koordinasi/sosialisasi/desimenasi/bimbingan teknis/work
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shop/rapat kex]a/sarasehan/symposmm/lokaka ya/focus group discussion/kegiatan
sejenis

b. Honorarium moderator dlbenkan kepada pet Jgas/pegawal negeri sipil atau bukan

pegawm negeri 51p1l yang memandu acara/kegiaian yang dilaksanakan.

if

¢. Honorarium pembaca doa dlbenkan kepada pe tugas/pegawal negen sipil atau bukan

pegawai negeri s1p11 yang memlmpm doa bersama saat’ acara/kegtatan yang dilaksanakan
» {
!

d. Honorarium Rohaniwan diberikan kepada pegrawal negeri/non pegawai negeri yang
ditugaskan sebagal rohaniwan pada saat penjambilan sumpah jabatan. Honorarium
sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan

- Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatandiberikan

kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu
tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: (a) mempunyai keluaran
(output) jelas dan terukur; (b) bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan Satuan Kerja
dan/atau umit kerja lainnya dan masyarakat; (c) bersifat temporer sehingga pelaksanaannya
perlu diprioritaskan; (d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas terientu kepada pejabat
negara/ pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari; (e) dilakukan secara selektif,
efektif, dan efisien,

- Honorarium Pengajar Diklat, diberikan kepada P 2gawai Aparatur Sipil Negara/TNL/Polri

yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat pada

kegiatan pendidikan dan pelatihan.

a. Pengajar dari luar lingkup Pemda Halmahera Tengah
Honorarium dapat diberikan kepada pengaja: yang berasal dari luar Pemerintah
Kabupaten Halmahera Tengah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat
mendatangkan pengajar dari luar Halmahera Tengah sepanjang kebutuhan pengajar tidak
terpenuhi di Iingkﬁp_ Halmahera Tengah;

b. Pengajar dari lingkup Pemda Halmahera Tengah
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dar Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah

. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PN S)Biaya Makan Kegiatan, dan

Uang Saku Peserta Kegiatan.

a. Uang makan harian dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai jumlah hari

kerja.

b. Biaya makan kegiatan adalah biaya yang discdiakan untuk konsumsi (muakan dan
minum) pada saat kegiatan sesuai jumlah peserti, jumlah hari pelaksanaan keglatan dan
Jumlah penyaj 1an makanan/mmum _—

f‘

c. Uang saku peserta kegiatan adalah merupalan kompensasi bagi seseorang yang
melakukan keglatan yang dilaksanakan di dialam maupun di luar kantor sebagai
pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan ra at/pertemuan di luar kantor. Uang saku
kegiatan dapat dibayarkan sepanjang kegiatan riemenuhi ketentuan vakni dihadiri oleh
peserta dari Saftua;n Kerja Lainnya/Masyarakat/peserta lainnya selain PNS dan
masxarakat, dan tldak diberikan uang lembur dai: vang makan lembur.
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10. Satuan Biaya Uang Lembur dail Uang Makan Lembur,

11,

12.

13.

14.

15.

16.

a. Uang lembur merupakan kompensasi’ bagi' pegawai PNS/ASN yang melakukan kerja
lembur berdasarkan surat penntah dari pejabat yang berwenang

b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja

lembur sekurang—kurangnya dua j jam,secara berturut-turut dan dxbe"xkan maksimal satu
kali perhari.

Honorariuin Satuain Pengamdnan, pengemu(h dad petugas kebersilian diberikdn kepada
non pegawal negerl yang ditunjuk untuk melakucan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai satuvan pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti,
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenanjykontrak kerja.

Satuan Biaya sewa gedung merupakan satuan biiya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pel.iksanaan kegiatan di luar kantor seperti
rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain
sejenis. Gedung adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas
lebih dati 100 (seratiis) ordiig, sudali tefitiasik sewa mieja, kuisi, sowid system, dan fagilitas
gedung pertemuan lainnya.

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya dikiat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah
menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudih termasuk biaya observasi lapangan,
namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peseria.

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satian biaya yang digunakan untuk
perencanidan kebiituhian bidya latihan prajabatafi bugi caloh pegawdi negeri sebagai syarat
untuk diangkat sebagai. pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi
lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

Honorarium Bendaharawan merupakan honorarivm yang diberikan kepada di lingkungan
SKPD, SKPK dalan lingkup Kabupaten Halmahera Tengah yang melaksanakan tugas rutin
selaku Bndahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Jmum Daerah, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerunaan, Bendahara Penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran
pembantu, Pembantu Kuasa BUD, Penyimpan Umr m Barang, Pengurus Barang, Pembantu
Petigiiris Batdnig berdasarkan surdt kepiitiisati Kepala Daetali dati/atat PA/KPA.

Tambahan Penghasilap merupakan biaya yang cibayarkan yang merupakan komponen
tambaban penghasilan pejabat dan/atau pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah

‘Kabupaten Halmahera Tengah sesuai beban tiigas masing-masing dengan maksud

meningkatkan kiherja dan tanggungjawab terhacap tugas dan fungsi rnasing—masing.

a. Tambahan Penghasilan Sekretaris Daerah, Asisten 8&kda, dan Staf Ahli, merupakan
biaya yang dibayarkan yang merupakan komponen tambahan penghasilan pejabat
pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai
beban tugas dan tanggung_]awabnya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan
Staf Ahii.
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. Tambahan Pengh_asilﬁﬁ Pejabat Pelaksana Tegnis Kegiatan, merupakan biaya yang

dibayarkan yang meruﬁakan komponen tarabahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil
dilingkungan Pemermtah Kabupaten Halmahera Tengah yang diberikan tugas selaku
Pejabat Pelaksana. Tekms Kegiatan yang ditetapl :a dengan Keputusan Kepala Daerah.

. Tambahan Penghaéilaﬁ Pengelola/Penatausahaan Keuangan, merupakan biaya yang

dibayarkan yang merupakan komponen tambah:n penghasilan bag1 pegawai negeri sipil
pengelola keuangan daerah (lingkup SKPKD) ]’ejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
dan SKPD. ’

]
i

. Honorarium Pegawai Tidak Tetap adalah Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak

Tetap Pemerintah berdasarkan surat keputusan pzjabat yang berwenang.

i

. Lain-lain Pendukung Operasional Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan

sebagai tambahan penghasilan berdasarkan karakterisitik tugasnya guna meningkatkan
tanggungjawab yang diembannya, diberikan l:epada Ajudan Bupati, Ajudan Wakil
Bupati, Ajudan Sekda, Sekreretaris Pribadi Bupati, Sckreretaris Pribadi Wakil Bupati,
Sekreretaris Pribadi Sekda Sekreretarib Asist:,n dan Staf Ah.li Sekrercta 's Pribadi
Bupati, Soplr Rumah Tangga Wakil Bupati, Soplr Rumah Tangga Sekda, Ajudan
Pimpinan DPRD, SOplI‘ Pimpinan DPRD, dan In;erljc_; ‘yﬁatuan POllSl Pamong Praja.
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LAMPIRAN |
- Peraturan Bupati Halmahera Tengah . .
Nomor :10 Tahun 2017 )
Tanggal : 3 April 2017 )
Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, .
Anggota DPRD, Pegawal Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya
Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
A. STANDAR BIAYAPERJALANAN DALAM DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA

8] LR PR : e
BIAYA TRANSPORT LOKAL UANG HARIAN UANG REPRESENTASE
LOKAL DI
KECAMATAN ASAL KE KECAMATAN TUJUAN KEKECAMATAN | KECAMATAN  |[KEGIATAN sD8| - WAXIL
NO. PENUGASAN ATAU SEBALIKNYA PENUGASAN TUJUAN JAM BUPATI BUPATI BURATI WAKIL BUPATI
PENUGASAN -
. —(0K) (OK) (OK) (OH) 10h) (OP)
1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9

1_|WEDA. _ 1.000,000 500.000 7,500,000 5.000,000 {7.500,000 5.000,000
WEDA - WEDA SELATAN 1500000 1.000.000 500,000 7.500,000 5,000,000 {7.500.000 5,000,000
WEDA - WEDA TENGAH 1750000 1,000,000 500,000 7.500,000 5,000,000 ]7.500.000 5,000,000
WEDA - WEDA UTARA 2.000.000 1.000,000 500,000 7,500,000 5.000.000 |7.500.000 5000.000
WEDA - WEDA TIMUR 2.500,000 1.000,000 500,000 7.500,000 5.000.000 |7.500,000 5,000,000
WEDA - PATANI 3.200,000 1.500,000 500,000 7,500,000 5.000.000 |7.500.000 5,000,000
WEDA - PATANI BARAT 3.000,000 1.500.000 500,000 7,500,000 5,000,000 |7.500,000 5,000,000
WEDA - PATANI UTARA 3.500.000 1.500.000 500,000 7,500,000 5,000,000 |7.500.000 5,000,000
WEDA - PATANI TIMUR 4,000,000 1.500,000 500,000 7,500,000 5,000,000 |7.500,000 5,000,000

WEDA - GEBE 5.000.000 500.000 500:000~ = 17.500.000 I 5:000:000-17.500.000 : 5:000.000 |

B 2 _|WEDASELATA 5 1,000,000, 500.000 - — 17500000 |= 5000000 75000005 . 5,000,000 |
;- WEDA-SELATAN - WEDA TENGAH ~ {2:000000 . |1.000.000 500000 .- -|7.500.000 .. 5.000.000 [7500,000, _ . | _5000,000
: WEDA SELATAN - WEDA UTARA ~{2.250.000 1,000,000 500000 17.500.000 5,000,000 [7.500.000 5,000,000
WEDA SELATAN - WEDA TIMUR 2,750,000 1.000.000 500,000 7,500,000 5000.000 |7.500.000 5.000.000
WEDA SELATAN - PATAN| 3.450,000 1,000,000 500,000 7.500.000 5,000,000 }7.500.000 5,000,000
WEDA SELATAN - PATANI BARAT 3.250,000 1,500,000 500,000 7,500,000 5,000,000 |7.500,000 5.000,000
WEDA SELATAN - PATANI UTARA 3.750,000 1,500,000 500,000 7,500,000 5,000,000 {7.500.000 5.060,000
WEDA SELATAN - PATANI TIMUR 4.950,000 1.500.000 500,000 7,500,000 5,000,000 |7.500.000 5.000,000
WEDA SELATAN - GEBE_ 15.250.000 1.500.000 500,000 7.500.000 £.000.000 17 500,000 5.000.000
3_|WEDATENGAH: _ TR T 1.000.000 500,000 7,500,000 5.000.000 |7.500.000 5,000,000
WEDA TENGAH - WEDA UTARA 1.000.000 1.000.000 500,000 7.500,000 5.000.000 |7.500,000 5.000.000
WEDA TENGAH - WEDA TIMUR 1.500.000 1,000,000 500,000 7.500,000 5,000,000 |7.500.000 5.000.000
WEDA TENGAH - PATANI | 2.500.000 1.000.000 500,000 7,500,000 5,000.000 17,500,000 5.000.000
WEDA TENGAH - PATANI BARAT ' 2,000,000 1500000 - |500,000 7,500,000 5.000,000 |7.500,000 5,000,000
WEDA TENGAH - PATANL UTARA |2.500.000 1500000~ |500.000 7.500.000 5,000.000.17.500,000 5,000,000
_AWEDA TEN_GAI:I__EAIAN.I_'[LMUB e _ - OOO_MQQO,___. J_‘S_.QQAQO,D Q@L 1_5_0‘(1'_00_0__ __ 5.000,000 __‘500 000 5 000.000
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ATEDANWAKIEBYRA . 7
BIAYA TRANSPORT LOKAL UANG HARIAN UANG REPRESENTASE
~ LOKAL D! ;
KECAMATAN ASAL KE KECAMATAN TUJUAN KE KECAMATAN KECAMATAN | KEGIATAN S/D 8 WAKIL :
NO- PENUGASAN ATAU SEBALIKNYA PENUGASAN TUJUAN JAM BUPATL 1 pupaT supti WAKIL BUPATI
PENUGASAN
(OK) (OK) (OK) (OH) (OH) (oP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 |WEDA:UT ' 1.000.000 500,000 7.500.000 5,000.000 |7.500,000 5,000,000
WEDA UTARA - WEDA TIMUR 750,000 1,000,000 500.000 7.500,000 5,000,000 |7.500.000 5,000,000
WEDA UTARA - PATAN 2,000,000 1,000.000 500.000 7,500,000 5.000.000 }7.500.600 5,000,000
WEDA UTARA - PATAN| BARAT 1,500,000 1,500,000 £00.000 7.500.000 5,000,000 |7.500.000 5,000,000
WEDA UTARA - PATANI UTARA 2,500,000 1,500,000 500,000 7,500,000 5,000,000 {7.500,000 5,000,000
WEDA UTARA - PATANI TIMUR 2,500,000 1,500,000 500.000 7.500.000 5,000,000 }7.500.000 5,000,000
WEDA UTARA - GEBE 6,000,000 1,500.000 500000 7,500,000 5.000.000 17,500,000« 5000000
5 _|WEDA TIMUR 1,000,000 500,000 7.500.000 5,000,000 }7.500,000 " 5,000,000
WEDA TIMUR - PATANI 2,500,000 1,000,000 500,000 7,500,000 5,000,000 [7.500.000 - 5,000,000
WENA TIMLIR - PATANI RARAT B 2 000 nnn 1 800 NA0 A00.00N 7 800 0NN A N00 00017 500 NNN s ann nr_\ni
WEDA TIMUR - PATANI UTARA 2,500.000 1,500,000 500,000 7,500,000 5,000,000 }7,500.000 5,000,000
WEDA TIMUR - PATAN! TIMUR 3,000,000 1,500,000 500,000 7.500.000 5,000.000 |7.500.000 5.000,000
WEDA TIMUR - GEBE 6,000,200 1.500.000 500,000 7.500.000 5.000,000 |7.500,000 5,000,000
6 |PATANI 1,000,000 500,000 7,500,000 5,000,000 {7.500,000 5,000,000
PATANI - PATAN| BARAT 1,000,000 1,500,000 500.000 7,500,000 5,000,000_{7.500,000 5,000,000
PATANI - PATANI UTARA 1,000,000 1,500.000 . 500,000 7,500,000 5,000,000 17,500,000 5,000,000
PATANI - PATAN{ TIMUR 1,000,000 1,500,000 500,000 7.500,000 5,000,000_|7.500,000 5,000,000
PATAN) - GEBE 3.000,000 1.500.000 500,000 7.500.000 5,000,000 17,500,000 5,000,000
7 |PATANIBARA 1.000.000 500,000 7.500,000 5,000,000 |7.500,000 5,000,000
PATANI BARAT - PATAN] UTARA 1,500,000 1,500,000 500.000 7,500,000 5,000,000 |7.500,000 5,000,000
PATANI BARAT - PATANI TIMUR _ 12,000,000 1,500,000 500,000 7,500,000 5.000,000 |7.500.,800 5,000,000
| PATAN| BARAT - GEBE 3.500.000 1500000 - 1500000 7.500.000 5,000,000 J7.500.000 | 5000000
._8_|PATANFUTARAL : % - 1,000,000 -~~~ 500,000 7,500,000 . | . 5.000.000 ]7.500,000 .. 5,000,000
PATANI UTARA - PATANI TIMUR 2,000,000 11.500.000 500,000 7.500,000 5,000,000 7.500:000 | _ 5,000,000
PATANI UTAR/ 4,000.000 1,500,000 500.000 7.500,000 5,000,000 {7.500.000 5,000,000
9 |PATANETIMUR 1,000,000 500,000 7.500.000 5,000,000 |7.500,000 5,000,000
PATANITIMUR - P, GEBE 4,500,000 1.500.000 500.000 7.500.000 5.000.000 17,500,000 5,000,000
70 - i 1,000,000 500,000 7.500.000 5,000,000 17.500.000 £.000.000
KET: ..
OK = Orang per Kegiatan BUPATI HALMAHERA TENGAH,
OH = Orang per Harl /g
OP = Orang per Perjalan ‘/%Y'/
)
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B.  STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DALAM DAERAH BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

a (alarn rupiah) -

BIAYA PENUNIANS KUNJUNGAN KEROA

BIAYA TRANSPORT UANG HARIAN _ DAN RESES DPRD
. LOKAL DI PEGAWAIIPL PEGAWAI UANG
NO. Kggmlg:r? if:kllf EEKSESESJQN KEKECAMATAN |  KECAMATAN | KeoiaTan | samar |PESAMEITE)| pEGAWANPEJIAB]  GOL | REPRESENTASE KUNJUNGAN KERJA RESES
PENUGASAN TUJUAN SD8JAN | ESSELONII wGoLty | ATESSIVIGOLII| 1MIMDAK
PENUGASAN DPRD TETAP
{OK) (OMH) (OH) TIMKEGIATAN ORANGIKEGIATAN
1 3 4 [ 6 7 8 9 10 1 12
A A £00,000 200,000 500000  1550,000 500,000 450,600 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA - WEDA SELATAN _ 1,500,000 500,000 200,000 600,000  |559,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA - WEDA TENGAH 1,750,000 500,000 200,000 800,000 1550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
_|WEDA - WEDA UTARA _ 2,000,000 500,000 200,000 600,000 1550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,070 20,000,000
- WEDA - WEDA TIMUR j 2,500,500 500,000 200,000 800,000 550,000 500,090 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA - PATANI __ B 3,200,000 600,000 . 1300,000 800,000 I550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
VWEDA - CATANI BARAT 2,005,000 B, 00U 300,000 G000 [990,000 500,000 2300 250,050 20,000,000 20,000,000
WEDA - PATANI UTARA 3,500,000 600,000 300,600 600,000 {550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,060 20,000,000
WEDA - PATANI TIMUR 4,000,000 600,000 300,600 600,000 550,000  |500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA - GEBE 5,000,600 600,000 300,000 600,000  [550,000 500,000 450,000 ] 250,000 20,000,000 20,000,000
B |WEDA'SELATAN:: o 500,600 200,000 £00,000  ]550,000 500,600 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA SELATAN - WEDA TENGAH 2,000,000 500,000 200,000 600,000 |550,000 500,000 450,000 - 250,000 20,000,600 26,000,000
WEDA SELATAN - WEDA UTARA 2,250,000 500,000 200,000 600,000 1550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA SELATAN - WEDA TIMUR 2,750,000 500,000 200,000 600000 550,000 500,000 450,000 250,009 20,000,600 |- 20,000,000
WEDA SELATAN - PATANI 3,450,000 600,000 300,000 500,000 .}550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA SELATAN - PATANI BARAT 3,250,000 600,000 300,000 600000  |550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA SELATAN - PATANI UTARA 3,750,000 600,000 300,000 600,000  |550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 |.. .. .20000,000) . _
- | WEDA SELATAN I PATANI TiMUR 4,250,000 600,000 300,000 600,000  1550,000 500,000 450,000 250,000 | 20,000,000 ).  20000000°f .
. | WEDA SELATAN “GEBE 5250000 - |600,000 300,000 800,000 550,000 - 500,000 " |450,000 - . 250,000 200000008 . 200000007
G- [WEDATENGAH i __|500000 " 200,000 . [600,000  [550,000 500,000 . 150,000 " 250,000 20,000,000 |. - 20,000000]. .
WEDA TENGAH - WEDA UTARA - 11.000,000- £00,000 200,060 600,000 1550000 500,000 450,000 250,000 - 20,000,000 * 20,000,000
WEDA TENGAH - WEDA TIMUR 1,500,000 500,000 1200,000 600,000 550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA TENGAH - PATANI 2,500,000 600,000 300,000 600,000 1550000  [506,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA TENGAH - PATANI BARAT 2,000,000 00,000 300,000 600,000  |550,000 500,000 450,000 250,00 20,000,000 20,000,000
WEDA TENGAH - PATANI UTARA 2,500,000 600,000 300,000 600000  ]550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,060 20,000,600
___| WEDA TENGAR - PATANI TIMUR 3,000,000 600,000 [300,000 600,000  [550,000 500,000 450,000 250,000 | 20,000,000 20,000,020
WEDA TENGAH - GEBE 5,500,000 600,000 300,000 600,000  [550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
0 [WEDA UTARA e 500,000 200,000 600,000  [550,000 500,090 450,000 250,000 20,000,060 20,000,000
WEDA UTARA - WEDA TIMUR 750,000 500,000 200,000 600,000 {550,000 500,000 450,000 250,000 - 20,000,000 - 20,000,000
WEDA UTARA - PATANI 2,000,000 £00,000 300000  [s00,000 550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA UTARA - PATANI BARAT 1,500,000 660,000 200,000 600,000 {550,000 500,000 450,000 - 250,007 20,000,000 20,000,600
| -] WEDA UTARA - PATANI UTARA - |2,500,000 600,000  [300,000 800,000 |550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
» | WEDA UTARA - PATANI TIMUR 2,500,000 600,000 300,000 600,000  |550,000 -|500,000 450,000 250,000 | 20,000,000 20,000,000
WEDA UTARA - GEBE 6,000,000 600,000 300,000 600,000 550,000 500,000 - 1450,600 250,00 20,000,000 20,000,000
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_ PRO'D. s : ;
' BIAYA PENUNJANG KUNJUNGAN KERJA
BIAYA TRANSPORT -UANG HARIAN DAN RESES DPRD
KECAMATAN ASAL KE KECAMATAN LOKAL DI PEGAWAITPE PEGAWA! LANG -
NO.l  PENUGASAN ATAU SEBALIKNYA | KEKECAMATAN | KECAMATAN | KEGIATAN | JABAT Pi‘;ﬂ’ggﬁsﬂ PEGAWAIIPEJAB]  GOL REPRESENTASE KUNJUNGAR KERJA RESES
- PENL: ASAN TUJUAN SM 8 JAM | ESSELONAN meoL v | ATESSIVIGOLINY INITIDAK.
PENUGASAN DPRD TETAP '
(OK) (OMH) ' (OH) TIMKEGIATAN | ORANG/KEGIATAN
1 3 4 5 6 7 8 ) 10 11 12
E ; 500,000 200,000 600000 550000 {500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA TIMUR - PATANI 2,500,000 800,000 300,000 500,000 {550,000  }500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA TIMUR - PATAN| BARAT 2,000,000 600,000 300,000 600,000  |550,000  [500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA TIMUR - PATAN! UTARA 2,500,000 600,000 300,000 600,000 550,000  [s00,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA TIMUR - PATANI TIMUR 3,000,000 600,000 300,000 500,000  1550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
WEDA TIMUR - GEBE 6,000,000 600,000 300,000 800,000 [s550000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
¢ IPATA e 600,000 300,000 800,000 |550000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
PATANI - PATAN| BARAT 1,000,000 600,000 = {300,000 600,000 1550000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
EATAIN - FATAN UTARA 1 00,00 500,000 S0 U |BSUMD 500,000 430,000 230,000 U000y 20,6000,030
PATANI - PATANI TIMUR 1,000,000 500,000 300,000 600,000 550,000 500,060 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
PATANI - GEBE 3,000,000 600,000 300,000 500,000 550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
G |PATANIBARA] P 0 E 600,000 300,000 600,000 {550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
PATANI BARAT - PATANI UTARA 1,500,000 600,000 300,000 600,000 {550,000 {500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
PATANI BARAT - PATANI TIMUR 7,000,600 600,000 300,000 600,000 [550,000  [500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
PATANI BARAT - GEBE 4,000,000 600,000 300,000 600,000 |550,000 [500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
H JPATANIUTARA: 600,000 300,060 600,000  [550,000 - [500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
PATANI UTARA - PATANI TIMUR 2,000,000 600,000 300,000 600,000 {550,000 500,000 450,000 250,000 20,000,000 20,000,000
PATANI UTARA - P. GEBE 4,000,000 600,000 300,000  |soooc0 550000 {500,600 450,000 250,600 20,000,000 20,000,000
J : 800,000 300000  |600,000  [550,000 500,000 450,000. 250,000 020,000,000 _ 20,000,000
i 4,000,000 600,000 300000 600,000 550000  [S00,000 .- |450,000° ] il c0-950,0000 ...20,000,000 { . 20,000,000
K 600,000 1300000 -f600,000 - 550,000 |500,000 450000 . |- @ - N Es "“*-\20 000,000 © - 20,000,000 |
KET: -

OK = Orang per Kegiatan
OH = Orang per Hari
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LAMPIRAN If
Peraturan Bupeti Halmahera Tengah
Nomor :10 Tahun 2017 .
Tanggal : 3 Aprit 2017 :
Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, S
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawal Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya
Pada Pemerintah Kabupatzn Halmahera Tengah Tahun 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK PEJABAT NEGARA

% LR

'3

ANG REPR SE
(Y% DDAYAMSE T HHIAY - i ] b el I“ Teemmmm Fiatam I
Torme s e 100% 30% Bupati Wakil Bupati | Tiket Pesawat Taxsi - ‘ﬁ;{dt‘“‘ '"’[’(;t;" BUPATI WAKIL BUPATI
OH OH OH OK GK OK QK 0K OK
{ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 INANGROE ACEH DARUSSALAM 4,420,000 1,326,000 7,500,000 5,000,000 16,500,000 123.000] . 20kelomadan sy 1,000,000 10,000,000 7.500,00¢
2 |SUMATERA UTARA 4,960,000 1,488,000 7,500,000 5,000,000 14,500,000 232,000]  No.32.ckolom 8 dan to 1,000,000 10,000,000 7 500,00¢
3 |RIAU 3,817,000 1,145,100 7,500,000 5,000,000 14,500,000 70,0008  Ho.32okotom 9 den 10 1,000,000 10,000,000 7,500,00¢
4 {KEPULAUAN RIAU 4 275,000 1,282,500 7,500,000 5,000,000 14,500,000 105,0001  Ho. e kolom 9 can to 1,600,000 10,000,000 7,500,00C
5 |JAMBI 4,000,600 1,200,000 7,500,000 5,000,600 14,500,000 128,000] ¥o.72¢koloms dan 10 1,000,000 10,000.000 7.500,00C
6 [SUMATERA BARAT 4,240,000 1,272,000] 7,500,000 5,000,000 14,500,000 192,000] . 32 kotom s can 10 1,000,000 10,000,000 7,500,000
7 |SUMATERA SELATAN 4,680,000 * 1,404,000 7,500,000 5,000000] < 14,500,000 124,000] Mo 32.0kotom 8 ces 10 1,000,000 10,600,000 7,500,000
8 |LAMBUNG ' 3,960,000 " 1,188,000 7,500,000 5,000,000 14,500,000 "148,000] Ko makolom3dan 10 1,000,000 10,000,000 7,500,000
© § IBENGKULU 1,300,0001 390,000 7,500,000 5,000,000 14,500,000 _92,000] re.32skstem3dan o 1,000,060] - -10,000,000 71,500,000
10 |BANGKA BELITUNG 3,335,000 1,000,500 7,500,000 5000000 ~ 14,500,000 "86,000]  Wo. 2¢ kotom s canto 1,000,000 10,000,000 7,500,000
11 |BANTEN 3,808,000 1,142,400 7,500,000 5,000,000 14,500,000 320,000] Ko 32 votom 9 tanto 1,000,000 10,000,000 7,500,000
12 |JAWA BARAT 3,664,000 1,089,200 7,500,000 5,000,000 14,500,000 118,000]  %o.32ckoloms can 10 1,000,600 10,000,000 7,500,000
13 |DKIL JAKARTA 8,720,000 2,616,000 7,500,000 5,000,000 10,000,000 170,000] o 72ckotoms 2en 10 1,000,000 10,000,000 7,500,000
14 |JAWA TENGAH 4,146,000 1,243,800 7,500,000 5,000,000 14,50C,600 50,000f Mo 32 kofom 9 san 10 1,000,000 10,000,000 7,500,000
15 |YOGYAKARTA 4,620,000 1,386,000 7,500,000 5,000,006 14,600,000 141,000 Mo 320kclom 9 4an 16 1,000,000 10,090,000 7,503,000
18 JJAWA TIMUR 4,400,000 1,320,000 7,500,000 5,600,000 14,000,000 148,000]  Ko. 32 kolom 3 4an 2 1,000,000 10,000,000f ° 7,500,000
17 |BALI 4,881,000 1,464,300 7,500,000 5,000,000 14,000,000 160,000  we. s2eketom3 can 10 1,000,000 10,000,000 7,500,000
18 |NTB 3,429,000 1,028,700 7,500,000 5,000,000 14,000,000 218,000] Mo m2okolom 5 dan 10 1,000,000 10,000,600 7,500,000
19 INTT- 3.000,000 900,000 7,500,000 5,000,000 14,000,000 81,000] e 32ckotoms dan n 1,000,000 10,000,000 7,500,000
20 |KALIMANTAN BARAT 2,400,000 720,000 7,500,000 5,000,000 14,000,000 145,000]  No. 320 kotam 8 22n 10 1,000,000 10,000,000 7,500,000
- . em e g T e e e - e



HOTEL, UANG HARIAN UANG REPRESENTASE
. 1
No. PROVINSI TUJUAN 160% 30% Bupati Wakil Bupati | Tiket Pesawat Taksi T’“"ﬁ:&""m T'a“':("o':an“'am BUPATI, WAKIL BUPATI
OH OH OH OK OK oK OK OK oK
21 |KALIMANTAN TENGAH 3,000,000 900,000 7,500,000 5,000,000 14,000,000 94,000] we.:2akctem 220 10 1,00C,000 10,000,000 7,500,000
22 JKALIMANTAN SELATAN 4,250,000 1,275,000 7,500,000 5,000,000 14,900,000 141,000]  He.s20kclomadan s 1,000,000 10,000,000 7,500,00(
23 |KALIMANTAN TIMUR 4000000 1,260,000 7,500,000 5,000,000 14,000,000 401,000] Ko 2ekclamscn 10 1,000,000 10,000,000 7,500,000
24 |KALIMANTAN UTARA 4,000,000 1,200,000f 7,500,000 5,000,000 14,000,000 353,000] ¥o.%2kotoms dunt0 1,000,000 10,000,000 7,500,000
25 {SULAWESI UTARA 3,200,000 950,000 7,500,000 5,000,000 9,000,000 310,000] Ho. 522 ket 3 dan 10 1,000,000 10,000,000 7,500,00C
26_|GORONTALO 1,320,000 396,000 7.500,000 5,000,000 9,500,000 134,000 Me.s2ckoloms dan 0 1,000,060 10,000,000 7,500,00¢
27 _|SULAWESI BARAT 1,260,000 378,000 7,500,000 5,000,000 10,500,000 217,000]  we,v2c ke 3 aas 0 1,000,000 10,000,000 7,500,000
T 28 |SULAWESI SELATAN 4,820,000 1,446,000 7,500,000 5,000,800 10,500,000 128,000{ o 32 botombdan 10 1,009,000 10,000,000 7,500,000
29 JSULAWESI TENGAH 2,030,000 609,000 7,500,000 5,000,000 10,500,000 157,000] Mo, 122 ketom 3 an 0 1,000,000 10,000,000 7,500,000
30 |SULAWES| TENGGARA 1,850,000 555,000 7,500,000 5,000,000 10,500,000 332,000] to.32- koloms &un 10 1,000,000 10,000,000 7,500,600
31 [MALUKU 3,000,000 900,000 7,500,000 5,000,000 10,500,000 340,000] e 320koloma gan 0 1,000,000 10,000,000 7,500,000
32_|MALUKU UTARA - . i i i - . -
a. SOFIFi 1,555,000 466,500 7,500,000 5,000,000 - 1,500,000 500,000 10,000,000 7,500,000
b. KOTA TIDORE KEPULAUAN 1,555,000 465,500 7,500,000 5,000,000 2,000,000 500,000 10,000,000 7,500,000
c. KOTA TERNATE 1,555,000 488,500 7.500.000 5,000,000 - 3,000,090 500,000 10,000,000 7,500,000
d. KABUPATEN HALMAHERA BARAT 1,555,000 466,500 7,500,000 5,000,000 - 3,000,000 500,000 10,000,000 7,500,000
e. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 1,555,000 466,500 7,500,000 5,000,000 3,500,000 500,000 10,000,000 7,500,000
i f. KABUPATEN HALMAHERA UTARA 1,555,000 456,500 7,500,000 5000.000 3,000,000 500,000 10,000,000 7,500,000
g. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 1,555,000 465,500 7,500,000 5,000,000 4,500,000 500,000 10,000,000 7,500,000
h. KABUPATEN PULAU MOROTAL_., -1,555,000)-- - ... 466,500 7,500,000 5,000,000 5,000,000 500,000 10,000,000{ - 7,500,000
i. KABUPATEN KEPULAUAN SULA _ 15550000 . 466,500 7,500,000 5,000,000 . 6,500,000 - 500,000].- - - 10,000,000 . - 7,500,000
" |i- KABUPATEN KEPULAUAN, TAUABU 1555,000] - - 466,500 7,500,000 5000000 . - 7,600,000 500,000 10,000.00] 7,500,000
33 |PAPUA. 2,850,000 855,000} . 7,500,000 50000000 ° 8000000 354,000  Ho.n20kelomddens 1000088 | A 1Q000,000] - 7,500,000
34 |PAPUABARAT 2,750,000 825.000 7,500,000 5,000,000 14,500,000 130,000] e, 326 kefomB dea Gopeti | 2 16:980,000 7,500,000
Keterangan

OR = Grang/Mari
OK = Orang/K ali
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B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR UNTUK PEGAWAI NE 5ERI SIPIL, ANGGOTA DPRD TETAP

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP '
B 1. UANG TRANSPORT DAN UANG REPESENTASE
" v
j . ‘ . ,; UANG TRANSPORTASI REPRgg:ﬁTASE
No. PROVINSI TUJUAN - (KHUSUS PJ.ESS I
I Tiket Pesawat Taksi Transport Lokal Matut DAN DPRD)
1 oK oK 0K o
. 1 2 N 4 5 §
; 1_|NANGROE ACEH DARUSSALAM 9,600,007 273,000 No. 32.c kolom 4 dan § 250,000
y 2_{SUMATERA UTARA 8,000,000 - | 232,000 No.32ckolom4dans | 250,000
; 3 |riau - 8,000,000 170,000 No.32.c kolom 4 dan 5 250,800
4 |KEPYLAUAN RIAL B,000,600 - 205,000 No. 32.¢ kolom 4 dan 5 250,000
5 luamm 8,000,000 428,000 No. 32.c kolom 4 dan § . 250,000
6 |SUMATERA BARAT 8,000,00G 192,000 No. 32.c kolom 4 dan 5 250,000
' 7 _ISUMATERA SELATAN ' 8,000,000 224,000 No. 32.c kolom 4 dan § 250,000
8 |LAMPUNG 8,000,000 248,000 Na,32.c kolom 4 dan § 250,000
9 |BENGKULU 8,000,600 192,000 No, 32.¢ kolom 4 dan § 250,000
I 10 |BANGKA BELITUNG 8,000,000 186,000 1" No.32¢kolom 4 dans 250,000
| 11 |aaNTEN 7,500,000 320,000 No, 32.¢ kolom 4 dan 5 250,000
12 |JAWA BARAT 7,500,000 218,000 No. 32.¢ kalom & dan § 250,000
13 [DKI. JAKARTA 6,500,000 300,000 Mo, 32.c kolom 4-dan 5 250,000
14 |JAWA TENGAH 7,000,000 150,000 No. 32¢ kolom 4 dan § 250,800
15 |YCGYAKARTA 7,500,000 241,000 Ho. 32.¢ kelom 4 dan 5 250,000
1% |JAWA TIMUR 7,500,000 248,000 .- No, 32.¢ kolom 4 dan 5 250,000
‘ 17 [maul 7,500,000 260,000 No. 32.c kolom 4 dan 250,000
18 [nTB 7,500,000 . 218,000 No.32c kalom 4 dan § 250 000
19 INTT 7,500,000 181,000 No.32.c kolom 4 dan 5 250,000
I 20 |KALIMANTAN BARAT 1.500,000 245,000 No.32.ckolom 4dan § 250,00&
I 2] ) KALIMANTAN TENGAH 7,500,000 194,600 No. 32.¢c kolom 4 dan § 250,
! 22 |KALIMANTAN SELATAN 7,500,000 No. 32.c kolom 4 dan S 250,000
23 |KALIMANTAN TIMUR 7,500,000 401,000 No. 32.c kolom 4 dan 5 250,800
24 {KAUMANTAN UTARA 7,500,000 363,000 No.32.ckolom4dan§ 250,000
25 |SULAWES! UTARA 3,500,000 310,000 Ne. 32.ckolom 4dan 5 250,000
1 2 |GoronTALOD 4,000,000 134,000 to. 32.c kolom 4 dan 5 250,000
27 |SULAWESI BARAT 5,000,000 217,000 No. 32¢c kolom 4 dan 5 250,000
K 28" |SULAWESI SELATAN 5,600,000 128,000 No. 32.c kolom 4 dan § 250,000
29 [SULAWESI TENGAH 5,000,000 151,600 No.32c kolom 4 dan 5 250,000
. 30 [SULAWESI TENGGARA 5,000,000 332,000 No.32c kolom 4 dan 230,000
: 31 [maLuku : 5.500.p00 ’ 340,000 No.32.ckolom4dan5 250,060
32 |MALUKU UTARA - - . |
a, SOFIF] -- - 350,000 1,500,000 250,000
i b. KOTA TIDORE KEPULAUAN - 350,000 2,000,000 250,000
) ¢. KOTA TERNATE . 250,000 3,000,000 250,000
1 d. KABUPATEN HALMAHERA BARAT Lo - 375,000 3,000,000 250,000
1 ¢. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR - 400,000 2,500,000 250,000
l 1 KABUPATEN HALMARERA UTARA . 200,000 3.000,000 750,000
1 9. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN| : 400,000 500,000 750,000
i h. KABUPATEN PULAU MOROTAI B 200,000 5,000,000 250,600
| L. KABUPATEN KEPULAUAN SULA - 500,000 6,500,000 50,000,
j. KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU - 600,000 | rocooo0 - 250,000
33 Irapua 4,000,000 354,000 .|, No.32ckolom4dan5 250,000
l 34 |PAPUA BARAT l 8,000,000 130,000 '_._-f""ﬂm": -‘.‘H\%{ kolom 4 dan 5 250,000
4 Keterangan ’ ’ ,
OH = CrangMari '
O = Oreng/Kali
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HOTEUPENGINAPAN

N .PEGAWAI NEGERi SIFILFANG ﬁ
; B HOTE LIPENGINAPAN
PEG:AWAU.PEJABAT PEGAWAUPEJABATESS | PEGAWAIPEJABAT ESS
No. PROVINSI TUJUAN ESSELONIUDPRD WGOL ¥ VIGOL il PEGAWAI GOL i
' 100% 0% 100% 0% e 100% 0%
QRANGHARI
1 2 3 4 5 6 T | s 9 10
1_|NANGROE ACEH DARUSSALAM 1308000]  3s24000 1,080,000 24000 at0000] 123000 30000 111,000
2_|SUMATERA UTARA 12180000 3sa200] 703000 200000 sos000] 151,500 10,000 93,000
3 [RIAU 1168000 304000 868,000 2000 4500000 138000 asooo0| 114000
‘4 |KePULAUAN RIAD 112850000 ' 3s55000 650,000 195100] 502000 150500 280,000 84000
5 |aaman 11760000 352800  697.000 200-00]  3s2o00] #4600 290,000 87,000
6_|SUMATERA BARAT iss0o0]  ases00]  sseg00 25'00]  atrooo] 143100 70000 11000
7_|SuMATERA SELATAN 1280000 sssde0]  eoso00 wisoo|  staoc]  :sa200 310,000 93,000
8_|Lampung 1200000 3me700] 700000 wrie0l ool 112200 36.0u] 106,800
3 |eEncKuLY 750000 237000l 712000 23600 sesoo0l 479700 510000 153,000]
10_|BANGKA BELITUNG 13100000 ae3000|  ssogno 255000 syoo0| 159,900 304,000 91,260
11_[BANTEN 1400000  ap00000 1004000 wr;8l  rorem| 730100 w000 120000
12_|Jawa BARAT 1763000f  ss900] 949,000 4,00 sisoo0|  rsas0 30000 138,900
13| DKL JAKARTA 1,086,000, 325800] 800,000 200,00 810,000] 183,000 400,000 120000
14 |JAWA TENGAH 1478000)  43am0]  1.024.000 07,60 407000 k00 300000 105000
15 |YOGYAKARTA 4334000 o020 747,000 24, 000 6280000 188,400 1000 138300
1| JAWA TIMUR 1359000 aorgo0|  aanon 25200 499000 149700 328,000 58,700
17 _|BALl 1810000 sazo00] 1304000 0100 0040000 211,200 656000 167400
18 [nTB 2738000 s2a00] 737000 21,00 saw000 162,000 360000 108,000
9 |nT 1000000 s0000] 700,000 210000 e62000) 198600 20000 120,000
20 |KALIMANTAN BARAT 110000 sasc0|  ses.000 2900 4300000 128,000 31000 108200
21 |kaLmaNTAN TENGAN 1506000 47eeo0] 323000 60| ssaoo0  167.400 46000 130800
_ 72 |KALIMANTAN SELATAN agaoon]  seazoo|  ssoon 240000 500000 150,000 stepo] 113700
23 |KALIMANTAN TIMUR 3021000 go5300] 159,000 arsg00]  ssopo0l 165,000 450000 135000
24 |KALIMANTAN UTARA aorooo]  .oosao0| 1556000 asqo0]  ss0000] 185,000 150000 135000
25 [SULAWESIUTARA Cissa0o0|  assgoo]  sano0s 12000] 5000 164700 12000 102500
% |GORONTALO 134000]  3s2000 10,000 wago]  asom| 128800 240,000 72,000
27 [SULAWESI BARAT 1030000 30sc00] 910000 z3i00| 425000 121500 60000 108000
28 _|SULAWES] SELATAN 191200  s73600] 68,000 w0000 swo00| 161700 w8000 113400
29 |suLawesI TENGAH . 1298000 389400} 8e4000 28200 493000 147,800 109000 115700
3 |SULAWESI TENGGARA worooo0|  3zo00|  evzgon 2400000 sgeono| 146,400 0000 126000
3 [MALUKU 100000) 300000 #8000 w4000 5450000 163,500 mag0] 124200
2_|MALUKU UTARA | . - .
2. SOFIFi 156000 226800 250000 135000 358500) 107550 785,000 85,500
b KOTA TIDORE KEPULAUAN 19000, 268000 450000 1000 3sas00] 107,550 285,000 85,500
¢. KOTA TERNATE 1s0m|:  6m00]  asoo00 135500]  358500) 107,550 285,000 85,500
O NABUPATENALMAHERABARAT | - ““7ssinll  aasao0]  asaooo]  msem|  3ssso0] 10758 25000 85500
¢ KABUPATEN HALMAERA TIMUR 7600 226800 450,000 15000 3ses00] 107,550 25000 ess00
[ KABUPATEN HALMAHERA UTARA 76000 600 _ aoooof 35| 3saso0) o7 25000 85500
5 KABUPATEN HALWANERA SELATAR] [,
56000 amg00] 450000 1500 35500 107550 285,000 5,500
h. KABUPATEN PULA MORGTAT sl zmen] s T Y - 265,000 85,500
i. KABUPATEN KEPULAUAN SULA 756 000 ) 226,600 450,000 135,690 458,500 107,550 285,000 85,500
J- KABUPATEN KEPULAUAN TALIARU 756,000 26500 45000 1s0]  assseol 07,880 285,000 86,500
33_|pAPUA 1668000f 500400 754000 26; 0| __sengool 138000 s14000] 124200
31 |PAPUA BARAT sameo.  aaso]  wrs00 2926 30[ 70000) 143,000
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B. 3 UANG HARIAN

. . [ R e D
. » AWAI NEGER) SIPIL, ANGGOTA DPRD DAN PE TIDAKJETARS
UAIIG HARIAN
(3
P:;g‘fgﬁzq%ﬁ? PEGAWﬁIggﬁEAT 1] PEGAwﬁ,{ZgJLﬁAT ESS PEGAWAI GOL WIUTIDAK TETAP
No., : PROVINSI TUJUAN
Biasa Balr(:gtli:ft;:nusi Biasa Ba'::ou::iabnus Biasa Be]:(t?r:ia}iahr:ul Biasa Bef::r:r?bnu;i
ORA {GHAR! [OH)
1 2 1 12 3 4 5 6 7 : 8
1 _[NANGROE ACEH DARUSSALAM s00000] 240000 700,000 210,000 650,000 165,000 550,000 165,000
2 |SUMATERA UTARA © 800,000 240,000 700,000 210,600 650,000 185,000 550,000 165,000
3 |rRiau 800,000 240,000 700,000| 21000 £50,000 145,000 550,000 165,000
4 |KEPULAUAN RIAU 800,000 2400000 700,000 001 §50,000 195,000 £50,000 165,000
] 800,000 240.000 706,900 210,60 550,000 195,000 550,000 165,000
§ |SUMATERA BARAT 800,000 240,000 700,00 210610 650,000 195,000 550,00 165,000
7 |SUMATERA SELATAN 800,000 2400000 700,000 060 550,000 195,000 550,000 165,000
B [LAMPUNG 800,000 240,000 700,000 HOGW 650,000 195,000 550,000 185,000
9 |BENGKULY 800,000 2200000 700,000 210,000 £50,000 195,000 £50,000 165,000
10_|BANGKA BELITUNG " 800,000] 2400000 700000 210000 650,000 165,000 550,000 165,000
11 |eanTEN - " - 800,000 240000] 700,600 210,000 650,000 185,600 550,000 165 000
12 |JAWA BARAT 800,000 240,000 700,600 210.0@ 650,000 195,000/ 530,000 165,000
13 |DKI. JAKARTA 800,000 240,000 700,009 210,000 £50,000 195,000 550,000 165,000
14 |JAWA TENGAH 800,000 240,600 700,000 210,620 650,000 195,600 550,000 165,800
15 [YOGYAKARTA 800,000 240,000 100,600 210,000 650,000 195,600 550,000 165,000
16_|JAWA TIMUR 800,000 240,000 700,000 21000 £50,000 195,000 550,000 165,000
17 |BALI 800,000 240,000 700,000 210,00 655,000 195,000 550,000 165,000
15 |nT8 800,002 240,000 700,000 290000 650,000 185,000 550.000 165,000
19 {NTT 800,000 2400000 700,000 210,000 650,000 145,000 550,000 165,000
20 IKALIMANTAN BARAT 800,000 2400000 700,000 210900 §50.000 165,000 550,000 165,000
21 |KALIMANTAN TENGAH 800000 . 240000] 700000 210,000 650,000 185,000 550,000 165,600}
22 [KALIMANTAN SELATAN 800,000 240,000 700,000 21000 650,000 195,000 550,600 185,000
73 |KALIMANTAN TIMUR 800,000 240,000 700,000 100N £50,000 195,000 550,000 165,000
24 JKALIMANTAN UTARA 800,000 240,000 700,000 2100% 550,000 195,000 550.000 165,000
25 [SULAWESIUTARA 800,000 240,000 700,000 10050 £50,000 195,000 550,000 165,000
25 |GORONTALO 800,000 240,000 700,000 210010 630,000 185,000 550,000 165,000
27 |SULAWESI BARAT £00,000 240,000 700,000 2000 8500000 195,000 550,000 185,000
28 {SULAWESI SELATAN 840,000 2400000 700,000 210,000 650,000 195,000 550,000 165,000
29 |SULAWESI TENGAH 300,600 20,0000 700,000 210,000 £50,000 145,000 550,000 165,000
30 |SULAWESI TENGGARA _800000{. 240000 700,000 210,00 £50,000 195,000 550,000 165,000
3 [MALUKY . dooool” 2400 700000 210,010 6500000 195000 550,000 165,000
32 |MALUKU UTARA .
a. SCFIA 600,000} 180,000 550,000 165,010 500,000 150,000 450,000 135,000,
b. KOTA TIDORE KEPULAUAN 60.000]-- _ 180000]  ss0.00 165,010 500,000] 150,000 450,000 135,000
c. KOTA TERNATE "L 600000) . 180000 550,060 165,010 500,000 150,000 450,000 135,000
d. KABUPATEN HALMAHERA BARAT 600,000} 180,000 559,000 16500 500,000 150,000 450,000 135,600
e. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 560,000} 180,000 550,000 165,010 500,000 150,600 450,000 135,500{
1. KABUPATEN HALMAHERA UTARA 660,000 180.000 550,000 165,010 500,600 150,000 450,000 135,000
o KABUFATEN HALMAHERA SELATAN]  ~ gonson| 1a0,000 550,000 165,010 500,200 150,000 450,000 135,000
|h KABUPATEN PULAU MOROTAI £00.000 180.000f  580.000 165,010 500,000 150,000 450,000 135,000
i. KABUPATEN KEPULAUAN SULA 600,000 180,000 550,00 165,010 500,000 150,000 450,000 135,000
- KABUPATEN KEPULAUANTALIABU | 505 009 180.000] 550,000 165010 g00,000] 150,000 450,090 135,000
33 |PAPUA 800,000 240,000 700,000, 21000 -1?::55070% "'::::195,000 550,000 165,000
U |PAPUA BARAT 200,000} 240,006 700,000 210000 ¥ 55000805 195000 550,000 165,000




LAMPIRAN. 1) S

Peraturan Bupati Halmahera Tengah '

Nomor :10 Tahun 2017 .

Tanggal : 3 April 2017 K

Tentang Pedoman Perjalanan Dinas  Bagi Pejabat Negara

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan
" Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya
Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

_ STANDAR SATUAN BIAYA LAIN-LAIN

(Dalam rupiah)

No. URAIAN SATUAN STANDAR BIAYA
: _ 9 (Rp)
(1) - (2) (3) (4)
1 |HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN
11 Pengguna Anggaran Orang/Bulan
a. Nilai pagu dana Rp s.d. Rp50<Juta OB 300,000
b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta - 0B 500,000
¢. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta 0B 610,000
d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta 0B 720,000
e. Nilai pagu dana Rp500 Juta 5.d, Rp1 miliar 0B 830,000
. f. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar 0B 970,000
g. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 1,110,000
h. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar 0B 1,250,000
i. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 1,580,000
j. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 1,910,000
k. Nilai pagu dana Rp50 mitiar s.d. Rp75 mifiar OB 2,250,000
| Nilai pagu danaRp 75 miliar s.d. Rp100 miliar 0B 2,580,600
“m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar o 0B 3,080,000
1.2 Kuasa Pengguna Anggaran Orang/Bulan
a. Nilai pagu dana Rp s.d. Rp50 Juta OB 270,000
b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta o} 450,000
¢. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta 08 549,000
d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta 0B 648,000
e. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar 0]:) 747,000
f. Nilai pagu dana Rp1'miliar s.d. Rp2,5 miliar 0B 873,000
g. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 999,000
- h. Nilai pagu dana RpS miliar s.d. Rp10 miliar OB 1,125,000
i. Nilai pagu dana Rp10 miliar 5.d. Rp25 miliar OB 1,422,000
j. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 1,719,000
k. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar B oB 2,025,000
I. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d, Rp100 miliar OB 2,322,000
m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar o8B 2,772,000
1.3 Pejabat Pembuat Komitmen Qrang/Bulan
b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta oB 480,000
c. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta OB 590,000
d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta 0B 700,000
e. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d, Rp1 miliar 0B 800,000
f. Nilai pagu dana Rp1-miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 940,000
~ I g Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar T oB - 1,070,000
h. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 1,210,000
i. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 1,530,000
j- Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar 08 1,850,000
k. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar 0B 2,170,000
. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 2,490,000
m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar jo]:} 2,980,000
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—_+ SURAIAN

| STANDAR BIAYA

No. SATUAN
— . {Rp)
(1) ) (3) (4)
2 |HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
_ .21 Pengguna Anggaran
2.1.1 Pengadaan BarangfJasd (Konstruksi) Orang/Paket
a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta "QP 250,000
h. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta OP 300,000
c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp? miliar oP 400,000
d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar oP 500,000
e. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar opP 600,000
f. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1,000,000
g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1,510,000
h. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 mifiar oP 1,750,000
b. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar oP 2,250,000
¢. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar oP 3,580,000
2.1.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Orang/Paket
a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta OpP 250,000
b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d, Rp50C Juta opP 300,000
c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar oP 400,000
d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar 0op 500,000
e. Nilai pagu diatas Rp2,5 miliar 5.0. Rp5 miliar OopP 600,000
f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar 5.d. Rp10 miliar oP 1,000,000
g. Nitai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1,510,000
h. Nilai pagu di atas Rp25 miliar 5.d. Rp50 miliar OP 1,750,000
i. Nifai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar opP 2,230,000
N b. Nilai pagu di atas Rp75 miliar 5.d. Rp100 mifiar OP 2,560,000
2.1.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Orang/Paket
a. Nilai pagu di atas RpT00 Juta s.d. Rp250 Juta OP 350,000
b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta OP 400,000
c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar oP 500,000
d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar oP 600,000
e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar oP 700,000
f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar opP 1,200,000
g. Nilai pagu di atas Rp10.miliar s.d. Rp25 mifiar Op 1,510,000
h. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar 0opP 1,750,000
i. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1,990,000
j. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar oP 2,230,000
k. Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar op 2,560,000
2.2 KuasaPengguna Anggaran
2.2.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Orang/Paket
a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta oP 100,00
b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta,s.d. Rp500 Juta OoP 187,500
¢. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar opP 225,000
d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar op 300,000
g. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar opP 375,060
f. Nilai pagu di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar oP 450,000
g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar oP 750,000
h. Nilai pagu di atas Rp.25 miliar.5.d. Rp50 miliar oP 1,132,500
i. Nila pagu di atas Rp50 millar's.d. Rp75 miliar opP 1,312,500
j. Nilai pagu di atas Rp75 mifiar s.d. Rp100 miliar opP 1,687,500
k. Nilai pagu di atas Rp100 miliary s.d Rp250 miliar opP 2,685,000
2.2.2 Pengadaan Barang '(Non Konstruksi) Orang/Paket
a. Nilai pagu di atas Rp100 Jutasid. Rp250 Juta OP 187,500
| b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta's.d. Rp500 Juta oP 225,000
¢. Nilai pagu di atas Rp500-Juta s.d. Rp1 miliar OP 300,000
TdN : Op 375,000

d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar
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No. ~ -URAIAN SATUAN STANDAR BIAYA
— L (Rp)
1, _ (2) (3) (4)
A __e. Nilaipagu diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar oP 450,000
i f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar opP 750,000
) ._g. Niltai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar QP 1,132,500
; 'h, Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. RpS0 miliar OoP 1,312,500
i. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar i OP " 1,672,500
b. Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 mifiar OP 1,920,000
223 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Orang/Paket
_ . Nilaipagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta OP 280,000
b. Nilaipagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta OoP 320,000
¢._Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. RpT miliar oP 400,000
d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar op 480,000
e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar oP 560,000
f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OoP 560,000
_q. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OoP 1,510,000
h. Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp&0 miliar = or 1,750,000
i. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 mifiar opP 1,990,000
j Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 2,230,000
23 Pejabat Pengadaan BarangiJasa OB 680, W
24  Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan
PengadaalJasa (Konstrukst) Orang Per Paket
a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 Juta oP 680,000
b. Nilai pagu dana Rp 200 Juta s.d. Rp500 Juta OpP 850,000
¢. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar OoP 1,020,000
d. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar oP 1,270,000
e. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar oP 1,520,000
f. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar oP 1,780,000
1 0. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar oP 2,120,000
|| h. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d. Ro50 miliar OP 2,450,000
.. Nilai paqu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OoP 2,790,000
j. Nilai pagu danaRp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 3,130,000
~ 7k Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar i OP 3,580,000
2.5  Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan/Jasa (Non Kotistiiksi)
ages Orang Per Paket :
a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 Juta OP 760,000
b. Nilai pagu dana Rp 200 Juta sid. Rp500 Juta OP 850,000
¢. Nilai pagu dana Rp500 Juta .d. Rp1 miliar OP 820,000
d. Nilai pagu dana Rp1 miliar §.d7Rp2,5 miliar OP 1,140,000
e. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar 5.d. Rp5 miliar OoP 1,370,000
f.Nilai pagu dana Rp5 miliar $.d..Rp10 miliar op 1,600,000
g. Nilai pagu dana Rp10 miliar.s.d. Rp25 miliar opP 1,910,000
h. Nilai pagu dana Rp25 mifiar s.d. Rp50 miliar OP 2,210,000
2.6  Panitia Pengadaan Jasa (Jasa Konsultans:lJasa Lainnya) dan |zelompok
Kena Unit Layanan Pengadaan/Jasa (Non Konstruksi) Orang Per Paket
- " “a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp Rp50 Juta . OP 450,000
+ b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp-100 Juta L
N ~ op 450,000
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp Rp100 Juta OoP 450,000
d. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta oP 480,000
e. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta oP 600,000
f. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar OP 720,000
g- Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar oP 910,000
h. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar op 1,090,000
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3.4
|

UA;\I STANDAR BIAYA \
s,‘ \No_\ ~URAIAN SAT o) |
) tml @ . St \
L 1\ T Vi pagu dates Ry miter 5.9, RET e , Voo A 20,
o\ §. Mal pagu & atas ROYD millar s.4. Rp2S il \ Qe \ '\,5’\0,00()\
§‘ ' \- . Wil pagu 6 ates Rpl25 milar 5.8, RyS0 miler \ Qv \] ATRANY
4 ) ) :
' 3 |HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN _ Orang/Bulan
3.1. Kepala ULP . . 0B 1,000,000
3.2, Sekretaris/Staf Pendukung - | ‘OB 750,000
4 |HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
41  Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa QB 420,000
4.2  Panitia Penerma Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Orang/Paket
a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 Juta op 420,000
b. Nilai pagu dana Rp200 Juta s.d. Rp500 Juta _ opP 520,000
¢. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar OoP 620,000
d. Nilai pagu dana Rp1 mifiar s.d. Rp2,5 miliar QP 770,000
e. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar - oP 910,000
f. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OoP 1,060,000
g. Nilai pagu dana Rp10-miliar s.d. Rp25 miliar oP 1,260,000
h. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1,450,000
i. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar oP 1,650,000
j. Nilai pagu danaRp75 miliar 5.d. Rp100 miliar OP 1,840,000
k. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar OoP 2,100,000
5 |HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMAS! KEUANGAN DAERAH
(SIMDA) DAN WEBSITE PEMDA Orang/Bulan
5.1 Pengarah (Kepala SKPD}) 0B 2,000,000
5.2 Penanggung jawab (Sekretaris) OB 1,850,000
5.3 Keordinator (Kepala Bidang) - ' OB 1,650,000
54 Ketua (Admin) OB 1,500,000
5.5 Anggota/petugas/pengguna SIMDA 0B 750,000
6 |HONORARIUM
NARASUMBER!PEMATERI!PEMBAHASIMODERATOR!PEMBAWA PE}N IBACA
. DOA DAN ROHANIWAN .
6.1 Honoraium Narasumber!PEmate[ilPembahas!Analis Perundang -Undangan
a. Dari pusat/Kementrian/Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi, Pakzr,
Profesional Crang/Jam 1,700,000
b. Dari Provinsi Orang/Jam 1,400,000
c. Dari Lokal/BupatiWakul Bupatllhetua Wakil Ketua, Anggota DFRD Orang/Jam 1,200,000
-d. Dari Pejabat Eselon JI/Disetarakan Orangham 200,000
g. Dari Pejabat Eselon 11l ke bawah/Disetarakan Orang/Jam 700,000
' 6.2 Honararium Moderator Orang/Kegiatan 500,000
i 6.3 Honorarium Pembawa Acara Orang/Kegiatan 350,000
; 6.4 Honorarium Pembawa/Pembaca Doa Orang/Kegiatan 300,000
7.5 Honorarium Rohaniwan * Orang/Kegiatan 400,000
7 {HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
7.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
| a. Pengarah Qrang/Kegiatan 1,500,000
b. Penanggungjawab _« | Orang/Kegiatan 1,250,000
| ¢. Koordinator/Ketua Orang/Kegiatan 1,000,000
} d. Wakil Ketua Orang/Kegiatan 850,090
| e. Sekretaris Orang/Kegiatan 750,000
! f. Anggota : QrangfKegiatan 750,000
| 7.2 Honorarium Sekretarfat Tim Pe!aksana Keglatan
\ c. Ketua/Wakil Ketua Orang/Kegiatan 500,000
: b. Anggota Orang/Kegiatan 450,000
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STANDAR BIAYA

No. URAIAN SATUAN
i (Rp)
(1) (2) (3) (4)
8 |HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT
8.1. Pengajar Yang Berasal dari Luar Pemda Halmahera Tengah Orang/dam 300,600
8.2. Pengajar Yang Berasal dati Pemda Haimahera Tengah Orang/Jam 200,000
SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWA! NEGERI SIPIL, UANG MAK/AN KEGIATAN, UANG SAKU
9 |PESERTA KEGIATAN
Y. Uang Makan Harfan
a. Golonga I'dan T Orang/Harn 35,000
b.Gelonga - "_ Orang/Hari 37,000
. c. Golonga [V L Orang/Han 41,300
3.4 Uang Makan Kegfatan
a. Prasmanan Crang/Kali 50,0
b. Rantangan/Kotak Orang/Kali 40,0007
. Snack Orang/Kafi 25,500
9.3 Uang Saku Peserta Keg:atan Orang/Hari 75,000
107 'S?XTUKN‘BI?&YA’UMG‘L‘EMBUR‘DIPT[MHG‘MIWEEMB OR )
10.1 Uang Lembur
a. Golongan | Orang/Jam 10,000
b. Golongan 1 Orang/lam 13,00
¢. Golongan 1l Orang/Jam 17,00
. d. Golongan |V ' 20,000
10.2 Uang Makan Lembur -
a. Golongan ['dan 1l Orang/MHarni 35,000
b. Golongan TIl Orang/Han 37,0
¢. Golongana IV Orang/Hari 41,000
11 |HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI
1.1 Satpam dan Pengemudi Orang/Bulan 1,600,000
11.2 Petugas Kebersthan dan Pramubalkdi Orang/Bulan 1,500,000
12 [SEWA GEDUNG PERTEMUAN- Per Kegiatan 8,000,000 |
13 [SATUAN BAYA DIKLAT PIMPINAN STRUR TURAL
13.1 Diklat Pimpinan Tingkat 1| Peserfa/Angkatan 30,261,000
1d.2 Diklat Pimpinan Tingkat " Peserta/Angkatan 24,1250
13.3 Diklat Fimpinan Tingkat [V PesertalAngkatan 20,230,000
14 |SATUAN BAYA LATIHAN PRAJABATAN
14.1 Golongan T dan Golongan IT . Peserta/Angkatan 4,470,000
4.2 Golongan [Tl Peserta/Angkatan 5,545,000
15 |HONORARIUM BENDAHARAWAN Orang/Bulan
' 15.1 Bendahara Umum Daerah 0B 2,500,000
15.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah 0B 2,000,000
15.3 Bendahara Pengeluaran 0B 950,000
15.4 Bendahara Penerimaan _ OB 800,000
15.5 Bendahara Penerimaan Pembantu 0B 700,000
15.6 Bendahara Pengetuaran Pembantu OB 700,000
15.7 Pembantu Kuasa BUD QB 1,200,000
15.8 Penyimpan Umum Barang (Tinakat Pendelola/{BPKAD) 0B 1,000,000
15.9 Penaurus Barang (Tingkat Pengauna Barang {SKPD/Dinas/Kantor/i }adan) 0B 800,000
__ __{15.10 Penvimpan Barana (Tinakat Pengquna Barana (SKPD/Dinas/Kanto. /Badan) OB 650,000
19.11 Pembantu Penqurus Barang (Tingkat Kuasa Penqquna Barang OB 400,000

*
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No. URAIAN SATUAN STANDAR BIAYA
‘ {Rp)
(1} +{2) (3) (4)
16 |TAMBAHAN PENGHASILAN K
16.1  Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Orang/Bulan
a. Sekretaris Daerah 0B 25,000,000
b. Asisten Sekretaris Daerah OB 10,000,000
. C. Staf Ahli Bupati OB 10,000,000
16.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Orang/Bulan
a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 Juta OB 187,500
b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta OB 360,000 |
c. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta o]} 442,500
d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta 0B 525,000
e. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar OB 600,000
f. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d, Rp2,5 miliar 08 705,000
g. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 802,500
h. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 907,500
i. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar = 0B 1,147,500
L ~ j. Nilaj pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar o8 1,387,500
B k. Nilai pagu dana Rp50 mifiar s.d. Rp75 miliar - 0B 1,627,500
I Nilai pagu danaRp 75 mitiar s.d. Rp100 miliar OB 1,867,500
m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar OB 2,235,000
16.3 Pengelola/Penatausahaan Keuangan Orang/Bulan
a._Pengelola Administrasi Keuangan dan Gaji (lingkup SKPKD) 0B 2,000,000
b. Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK} SKPD 0B 1,000,000
C. _Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Setda dan PPK SKF KD 0B 1,500,000
d. Pejabat/Pegawai/Tim Penyusun dan Pengelola Pertanggungjaw ahan APBD) 0B 2,000,000
16.4 Pegawai Tidak Tetap Qrang/Bulan 1,000,000
1€.6  Lain-Lain Pendukung Operaswna[ Daerah Orang/Bulan
a. Ajudan Bupati OB 1,000,000
b. Ajudan Wakil Bupati OB 1,000,000
¢. Ajudan Sekda OB 750,000
d. Sespri Bupati OB 750,000
e, SespriWakil Bupati =~ ... OB 650,000
f. Sespri Sekda . 0B 650,000
9. Sespn Asisten dan Staf Ahli 0B 450,000
h. Sespri Pimpinan DPRD - - 0B 650,000
i. Sopir Bupati L 0B 750,000
J._Sopir Wakil Bupati 0B 750,000
k. Sopir Sekda OB 750,000
I Sopir Rumah Tangga Bupati 0B 750,000
m. Sopir Rumah Tangga Wakil Bupati B 0B 750,000
n. Sopir Rumah Tangga Sekda 0B 00,000
0. Ajudan Pimpinan DPRD e L 0 | 750,000
p. Sopir Pimpinan DPRD ’ 27 ZL P N0B 750,000
g. Insentif Satpol PP % : 750,000
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LAMPIRAN IV

Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Nomor :10 Tahun 2017

Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan )
Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya
Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor ;
Tanggal :
No. PERINCIAN BIAYA IUMIAH KETERANGAN
1 .
2
3
4
5
6
7
8
Rp. 77
Terbilang "~ i S S L o
Telah dibayar sejumiah weareeenen, tANGEAN, bulan, tahun
(21 o TR Telah menerima jumlah uang sebesar
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
Nip. Nip.
| YN
PERHITUNGAN SPPD RAMP JNG
Ditetapkan sejumlah ",“;.fj 3+ SO,
Yang telah dibayarkan semula -~ — - 23+ T
Sisa kurang/lebih oL 21 o OV
Pengguna Anggaran SKPD
% L \ -
BUE HA :\i HERA TENGAH/7

' . -‘".: :
: M. ALYASIN ALl
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LAMPIRAN Vv :
Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Nomor :10 Tahun 2017
Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya
Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2¢17

. DAFTAR PNGELUARAN Ryl

Yang bertanda tangan dibawat inj ;
Nama
Nip

Jabaten

berdasarkan Surat Perjalanon Dinas (SPD) Nomor...........tanggai............. . dengan ini kami menyatakan dengan
dengan sesun gguhnya bahwg:
1. Biaya dibawaoh ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluare mnnya, meliputi :

No.

URAIAN JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka .J..dl atas benar-

Dinas dimaksud dan apabila di kemidian hari terd
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Da

benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan

apat kelebihan atas pembayaran, kami bersadia
erah/Negara

Demikian paernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

vereei-en, tANEEaAL, bulan, tahun
Pengguna Anggaran/Kepala SKPD*

Pelaksana SPD
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